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PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili  perkara

pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim  telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rohani, S.Pd.  binti Caleppang, tempat dan tanggal lahir Tippulu, 08 Agustus

1985,  agama  Islam,  pekerjaan  guru  honorer,  Pendidikan

Sekolah  Dasar,  tempat  kediaman  di  Tippulu,  Desa  Sappa,

Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo sebagai  Penggugat;

melawan

Alimuddin  bin H. Millo, tempat dan tanggal lahir Tippulu, 31 Desember 1978,

agama  Islam,  pekerjaan  Petani,  Pendidikan  Sekolah  Dasar,

tempat kediaman di  Tippulu, Desa Sappa, Kecamatan Belawa,

Kabupaten Wajo sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tanggal  20

Januari  2020  telah  mengajukan gugatan  cerai,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sengkang,  dengan  Nomor

125/Pdt.G/2020/PA.Skg,  tanggal  20  Januari  2020,   dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  adalah suami  istri  yang menikah

pada hari selasa tanggal 30 November 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Nomor 332/34/XII/2004 tanggal  10 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Belawa,

Kabupaten Wajo;  
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2. Bahwa  usia  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  hingga  gugatan  ini

diajukan telah mencapai 15 tahun 2 bulan lebih dan pernah hidup bersama,

selama 14 tahun 11 bulan;  

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal

bersama  membina  rumah  tangga  dengan  berpindah-pindah  tempat  dan

terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang

bernama  Eka  Hasriani  (umur  13  tahun),  dalam  pemeliharaan  Penggugat

Tergugat saling bergantian;  

4. Bahwa  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  selaku  suami  istri

namun  pada  tahun  2017  ketentaraman  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  mulai  goyah  karena  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:    

-Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena

Tergugat menyimpan sebagian penghasilannya sendiri;  

-Tergugat  sering  berhutang  kepada  orang  lain  tanpa  sepengetahuan

Penggugat hal tersebut baru diketahui apabila penagih hutang datang ke

rumah untuk menagih Tergugat;  

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah

tempat tinggal sejak tanggal 01 Oktober 2019 hingga sekarang telah berjalan

selama  kurang  lebih  3  bulan  karena  Penggugat  yang  telah  pergi

meninggalkan Tergugat;  

6. Bahwa  selama  Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal

tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan

dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;  

7. Bahwa  Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi  mempertahankan  ikatan

perkawinannya dengan Tergugat  dan memilih perceraian sebagai jalan yang

terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut; 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut, Penggugat  memohon kepada

Pengadilan  Agama  Sengkang,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
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2. Menjatuhkan talak  satu  bain  shugra  Tergugat  Alimuddin  bin  H.

Millo terhadap Penggugat Rohani, S.Pd. binti Caleppang;  

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;  

 Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil

dan patut menurut hukum.

Bahwa  pada  persidangan  yang telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil  gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya, Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor 332/34/XII/2004 tanggal 10

Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Belawa,  Kabupaten  Wajo  yang  telah

bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode

P;

Bahwa  pada  hari  sidang  tanggal  26  Februari  2020,  Penggugat  dan

Tergugat  telah  hadir  di  persidangan  dan  karena  Tergugat  hadir  pada  tahap

pembuktian maka Penggugat dan Tergugat tidak dimediasi dan Tergugat telah

kehilangan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;
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Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti saksi yang diajukan;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian putusan ini,  segala  yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  mengupayakan  perdamaian

dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada

Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana

ketentuan Pasal  82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

jis. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menghadiri persidangan pada

tahap pembuktian, maka perkara ini tidak wajib dimediasi sebagaimana maksud

Pasal  4 ayat  (2) huruf  b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan

cerai  ke  Pengadilan  Agama  terhadap  Tergugat,  adalah  awal  pernikahan

Penggugat  dan  Tergugat  rukun  selaku  suami  istri  namun pada  tahun  2017

ketentraman  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  goyah  karena

Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

disebabkan  karena  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  yang  layak  kepada

Penggugat,  Tergugat  menyimpan  sebagian  penghasilannya  sendiri  dan

Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat

hal  tersebut  baru  diketahui  apabila  penagih  hutang  datang  ke  rumah untuk

menagih Tergugat akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah

pisah  tempat  tinggal  sejak  tanggal  01  Oktober  2019 hingga  sekarang telah

berjalan  selama  kurang  lebih  3  bulan  karena  Penggugat  yang  telah  pergi

meninggalkan  Tergugat  dan  selama  Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah
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tempat  tinggal  tersebut,  selama  itu  pula  sudah  tidak  ada  lagi  yang  saling

memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;  

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

tidak  memberikan  jawabannya  karena  hak  Tergugat  telah  hilang,  sebab

Tergugat menghadiri persidangan pada tahap pembuktian; 

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti

P berupa fotokopi Kutipan akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat,  yang

dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang sebagai  akta autentik,  bermeterai

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa

Penggugat telah menikah dengan  Tergugat pada tanggal 30 November 2004,

relevan dengan dalil  yang hendak dibuktikan oleh  Penggugat,  maka bukti  P

sebagai  akta  otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan

mengikat;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  tersebut  harus  dinyatakan

terbukti  bahwa  Penggugat dengan  Tergugat adalah suami istri  sah, menikah

pada tanggal 30 November 2004, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa di  persidangan  Penggugat  tidak  mengajukan saksi

untuk  menguatkan  dalil-dalinya  tentang  alasannya  untuk  bercerai  dengan

Tergugat sekalipun Penggugat telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 283 R.Bg, siapa yang

mendalilkan sesuatu harus membuktikan dan karena Penggugat tidak mampu

membuktikan  dalil-dalilnya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  maka  dalil-dalil

gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang,  bahwa  perkara  gugatan cerai  adalah  termasuk  perkara

bidang perkawinan,  oleh karenanya berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini

dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat,  seluruh  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp916.000,00(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari  Rabu tanggal  26 Februari 2020 Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  2  Rajab  1441  Hijriah,  oleh  kami  

Dra.  Hj.  Hasniati  D,  MH.  sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  H.  Asri,  M.H  dan  

Drs.  H.  Makka  A  masing-masing  sebagai  Hakim Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  H.

Arifin,  S.Ag.,  M.H sebagai  Panitera Pengganti  serta  dihadiri  oleh Penggugat

dan Tergugat; 

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag., M.H
Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp  30.000,00

-  Proses : Rp  50.000,00

-  Panggilan Penggugat : Rp 200.000,00  

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-  PNBP panggilan Penggugat : Rp  10.000,00

-  Panggilan Tergugat : Rp 600.000,00

-  PNBP panggilan Tergugat : Rp  10.000,00

-   Redaksi : Rp  10.000,00

-  Meterai : Rp    6.000,00

J u m l a h :Rp916.000,00(sembilan  ratus   enam

belas ribu rupiah).
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